
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817}; 

I 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 

(Leilibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Ta.cibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) 

I 
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Te1ekomunikasi 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
I • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 3823); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pendapatan 
dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat J enderal 
Perimbangan Keuangan Kementeri Keuangan Republik 
Indonesia No. S-209/PK.3/2016 tanggal 09 September 
2016 Hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga 
Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus 
menyesuaikan dengan surat dimaksud; 

BUPATI BENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURANBUPATIKABUPATENBENGKAYANG 
NOMOR GJ TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 
Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkayang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga 

r · · Peraturan Kepala Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan 
dariPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tersebut juga perlu 
dilakukan penyesuaian; 

.. ,,.; ., ' 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terahir dengan dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

; 
!I 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
I 

Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan · Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahi.m 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lnd~nesia Nomor 5049); 

., 

I 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438); 

I 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

I Lembaran Negara Nomor 4249); 



7. 

6. 

5. 

3. 
4. 

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang 
Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
Bupati adalah Bupati Bengkayang. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten bengkayang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, 
Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 
Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah. 
Instansi berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk 
melakukan fungsi retribusi menara telekomunikasi seluler di Kabupaten 
Bengkayang.;i 
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau 
penerimaan ldari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 
mini elektromagnetik. 

I 
I, 
I 

1. 
2. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomuniksi Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 12 diubah sebagai berikut: 

Pasal I 
,, . I. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
RE'FRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

16. Peraturan Daerah. Nomor 6 Tah.un 2013 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikas dan Perubahannya 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikas, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2017 Nomor 8). 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 
2007j tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 
11 ~;en A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 
19 Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 
19); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 i Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang Ta.hun 2016Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11); 

I l 



21. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan tel~komunikasi sehingga memnungkinkan terselenggaranya 
telekomunikasi. 
Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang 
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan 
telekomunikasi, 
Menara kamuflase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang 
dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan 
sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional 
menara yang terbentuk dari simpul baja. 
Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi 
berdasar potensi ruang yang tersedia. 
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/ atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan. 
Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang didirikan diatas 
tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang 
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 
simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan tinggi 
dan lebar bangunan, lazimnya berfungsi sebagai sarana penunjang untuk 
menempatkan peralatan telekomunikasi. 
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengmman dan/ a tau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 
mini elektromagnetik. 
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah. 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamyajumlah pokok 
retribusi yang terutang. 
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda. 

I 

Penetapan Tarif adalah merupakan pembebanan biaya terhadap suatu 
menara. j 
Variabe1 adalah alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya 
berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara. 

11 

:, 

8. 

22. 

20. 

9. 

. 
I ' 



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 

r1 SURYAD 
Diundang di Bengkayang 
pada tanggal t» 6l\:<.kO'vtr 2017 
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, J 

OBAJ~.Si 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal ~ ~\do~ 017 

~ BUPATI B G , ~ 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. 

Ill. Ketentuan Bab IV Tata Cara Pembayaran Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 
5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : 

(3} Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 60 ( enam puluh } hari 
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

IV. Ketentuan Bab IV Tata Cara Pembayaran Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 
6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut : 

(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi 
menara adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Bengkayang. 

II. Ketentuan Bab III Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi Pasal 4 diubah, 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung 
besarnya retribusi terutang 

(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebesar Rp 2.575.000,- 

(3) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tersebut 
pada butir (2) tersebut diatas ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPI'M) dihitung 
dengan tarif variabel dengan Formula: RPI'M = Tingkat Penggunaan Jasa x 
Tarif Retribusi. 

(5) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung dengan tarif variabel berdasarkan 
perkalian masing masing indeks variabel 

(6) Variabel dan indeks variable sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

(7) Tata Cara Perhitungan Retribusi Menara sebagaimana terdapat pada 
Lampiran VI sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



ii SURY ADMAN GIDOT 

11.AMPIRAN I PERATIJRAN BUPATIBENGKA YASG 
INOMOR 

·~~I~ rrAJ'lGGAL ; f "~~ btr 9P, r 
(TDITAi'ilG : TATA CARA PELAKSA.'lAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN ~IENARA 1ELEKOMUNIKASI KABUPA TEN BEIIGKA YA.'ilG 

/ .!ti PEl\lERINT ABAN KABlJPA TEN BENGKA YANG 
~ DINAS KOMUNIKASl DAN INFOR1\1A Tl.KA 

-~} Alamat: Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055 '-..;.:;;,, 
PEMERINT AH KABUJ>A TEN BENGKA Y A.'.'G SURAT KETI:RANGA..._ RETRIBUSI DAERAB No.URUT 
DIN."-5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIK.A SKR-DAERAB 

MASA 
TAHUN 

NAMA 
tNAMA BADA.i'l HUKUM 
ALAMAT 
NO?v NOMOR POK OK W AJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWJ : 
JENI JENIS RETRIBUSI DAERAH 

No KODE REKENING URA.IAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH(Rp) 

1 

2 

3 
4 

5 
DENGAN RJNOAN SBB JUMLAH KETETAPA.i"\I POKOK RETRJBUSI 

OMZET JUMLAH SA.i'OCSl : a.Bunga 
b, Kanaikan 

JUMLAH KESELURUHAN 

DENGAN HURUF : 

P.ERHARIA.l"\I 
l . Pembayaran dilak.ukan kepada Perugas Pemungut Retribusi Daerah 
2. Apabila SK.RD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda (bunga} sebesar 2° o perbulan 

Bengbyang. ~':f ~ort 
An. BUPATI B~GKAYAl'llG 

KEP ALA DrNAS K0,1UNIK,\SI DAl"I INFOR."\'IA 1lK,\ 

KABUPATEJ.'llUENGKAYANG 

·············-··· .. ··········· .. ·-···.-······· ...... t-············ 
NIP. f 

PUPATIB1 NGKA:AN/ ~/ 

~~ 

,, . 



J SURYADMAN GIDOT 

f BUPATIBE 

NTP . NlP . 

Mengelahui Dibuat tanggal 
Oleh 
Tanda tangan 

Diperiksa Oleh 

Jumlah Dengan Huruf : ( ) 

No JENIS PAJAK!RETRIBUSI DAERAH DASAR PENGENAAN KETETAPAN (Rp) DENDAIBIA YA JUMLAH 
URA.lAN (Rp) (Rp) 

JUMLAH 

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH 
Nomor Nota Perhitungan 
No. Kohir/Unit 
No. Kohir Unit sebelurn 
No. STP yang dikirim 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : ~ '\'A-~l"f fJcf"f _ 
TANGOAL : ~ Q\:l!P~r 9oq:- 
TENT ANG : TATA CARA PELAKSANAAN RETRlBUSI PENG ENDA LIAN MENA RA TELEKOMUNlKASI KABUPATEN BENGKA YANG 



,f,,/. SURY ADMAN GIDOT 

/ ~~ PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG 
' DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA TIKA ,, 

"-:..._{'$) Alamat : Jl. Guna Barn Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

LEMBARAN LEMBARAN: 1/2/3 

UNTUK KEPERLUAN PEMERTNTAH KABUPATEN BENGKAYANG TELAH DITERIMA DARJ: 
I Nama 
2 Alamat 
3 NPWRD 
4 Jen.is Pembayaran 
5 Jenis Retribusi 
6 Uang sejumlah 

dengan huruf 
6 Sebagai Penyetor AYAT POK OK KENAIKAN/DENDA AYAT JUMLAH 

Jumlah Scluruh 

Vang tersebut di atas diterima Vang tersebnt di atas diterima : 

.......................... tgl.. ....................... 201 .......................................... tgl. ............................................ 201 

penerima 
Penyetor 

Nama Nama 
Jabatan Jabatan 

Tanda Tangan Tanda Tangan 
~ 

\ BUPATI BE NGKAYAN/~ - 

lw 

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : ~J ~Vrt %1'f 

TANGGAL : 9f tif-tt}W 9'>\""f 
TENTANG : TA TA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSf PENGENDALIAN MENA RA TELEKOMUNlKASI KABUPATEN BENGKA YANG 

BENTUK DAN ISi SSRD 



f I SURYADMANGlDOT 

' BUPATI B 

NIP . 

KepaJa Dinas 
Kominfo dan lnformatika 
Kabupaten Bengkayang 

Surat Tagihan Restribusi Daerag (STRD) ini harus 
dilunasi I (satu) bulan sejak. tanggal diterima 

2 Apabila sampai jatuh tempo jumlah Pajak 
terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan 
surat paksa, sita dan lelang 

3 Tempat pembayaran di 

PERHATJAN ....................................................................................... 201 

Jumlah Pajak Terhitung = Rp 

Oengan huruf : ( . 

Pajak terhitung dalarn 
a. Tidak atau k:urang bayar Rp 
b. Kwang bayar akibat salah tu)is I salah hitung Rp 
Saaksi Administrasi 
2°.I.. ..••....••.•.... Bulan x Rp ..................•. (a/b) Rp 

I Jenis Retribusi 
2 Objek Retribusi 

PERfNCIAN PAJAK TERHITUNG 

ldenti1as Restribusi Daerah : 

3 NPWRD D 

t Nama 
2 Alamat 

ldentitas Wajib Restribusi 

Tahun: No. Kohir: 

SURATTAGIHAN RESTRJBUSI DAERAH (STRD) 

No. Seri: 

PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKA YANG 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA TIKA 

Alama1 : Jl Guna Baro Trans Rangkang, Telp. (0562) 441055 

LAMPIRAN IV PERA TURAN BUPA TI BENGKA YANG 
NOMOR : ~ ~t{Utf t:.f)fJ 
TANGGAL : Vf ~~~W 9i)(f 
TENT ANG : TA TA CARA PELAKSANAAN RETIUBUSf PENGENDALfAN MENA RA TELEKOMUNTKASI KABUPA TEN BENGKA YANG 

BENTUK DAN ISi SSRD 



SURY ADMAN GIDOT 

f BUPATIBE 

Indeks No Jenis Menara 
0,8 

1 
1 Monopole/Kamuflase 
2 Kaki 3 
3 Kaki4 

2 Variabel Jenis Menara 

ana ona uava ecama n 
No Zona Kecamatan Indeks 
1 Zona 1 Bengkayang 0,8 

Teriak 0,8 
Sungai Betung 0,8 
Lumar 0,8 
Ledo 0,8 

2 Zona 2 Samalantan 1 
Sanggau Ledo 1 
Tujuh Belas 1 
Monterado 1 
Jagoi Babang 1 
Seluas 1 

3 Zona 3 Sungai Raya 1,2 
Sungai Raya Kep 1,2 
Capkala 1,2 
Suti Semarang 1,2 
Siding 1,2 
Lembah Bawanq 1.2 

1 V . bel Z w·1 h K ta 

INDEKS VARIABEL 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR ~_9 ~l'f fJr, If 
TANGGAL ~':!- 0~-ti>\pfr %If 
TENT ANG \ TAT A CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALlAN MEN ARA 

TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG 

., . , ·. 



Vanabel Indeks Zona Indeks Jenls Mena Tarif Retribusi RPM Tarif varlabel Pembutatan 
1 2 3 4 l 5 (2X3X4) RPMT 

1 Zona 1 0,8 j (Kecamatan Bengkayang, Sungai Betung, Teriak, Lumar, Ledo) l 

Menara Mono Pole/Kamuflase 0,8 0,8 2.57~.ooo 1,648.000 1,648.000 
Menara 3 Kakl 0,8 1 2,575.000 2.060,000 2.060.000 

' Menara 4 Kaid 0,8 1,2 2.575,000 2.472.000 2.472.000 

RPTM = (Indeks Variable Zona X Indeks varlabel jenls menara X Variable Ketlngglan menara ) X Tarif 

2,575.000 Rp Tarif Menara adalah 

Tartf Vanabel 

No Uraian lorarialnaket) kuniunaan <harl) Satuan Jumlah 
:/ ..,} 1 Uang harian/Uang saku 3 105 261.250 82,293.750 

2 Transportasi 3 105 485.850 153,042.750 
\ .. _ / 3 Uang makan 3 105 100.000 31,500.000 

4 ATK 1 3.50·0.000 3.500.000 
Total Biava ooeraslonal oer tahun 270,336.500 
Blaya Ratarata at.au tarlf per menara (tarlf RPM) 2,574,633 
Pembutat.an Tarlf RPM Z,575.000 

.. -~ .. .... 

Perhltungan Tingkat Penggunaan Jasa 

261.250 
485.850 
100.000 

3.500.000 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Uang harian/saku petugas 
Blaya Transpottasi (blaya rata rata menurut gel dan wilayah) 
Uang rnakan 
ATK/stlker 

Biaya operasional Ses1.1al SK Bupatl Tahun 2016 ttg Blaya Perjalanan Dlnas Tahun 2017 

105 
2 

210 
1 
3 
2 

105 

Jumlah Menara 
Frekwensi Kunjungan Per tahun 
Jumlah menara dikunjungl per tahun 
Jumlah "Tim Pengawasan dan Pengendallan 
Jumlah personal dalam Tim 
Jumlah menara dlkunjungl Per hari 
Jumlah Harl kunjungan yang diperlukan 

Data 

Perhltungan Tarlf Retrlb11sl Menara Kabupaten Bengkayang 

LAMPIRAN VI PERATIJRAN BuPATI BENOKA YANG 
NOMOR ~ ~UH ~Ii 
TANGGAL QAo\o~ ~ 
TENTANG ,,. ATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG 

.. 
' ,, 



SURY ADMAN GIDOT I 

Vanabel Inde~ Zona Indeks Jenls Mena Tarif Retribusi RPM Tarif varlabel Pembulat.an 
1 2 3 4 5 (2X3X4) RPMT 

2 Zona 2 1,0 
(Kecamatan samalantan, Monterado, Sanggau Ledo, Tujuh Betas, Seluas, Jagol Bat>ang) 

Menara Mono Pole/Kamuflase 1,0 0,8 2.575.000 2.060.000 2,060,000 
Menara 3 Kaki 1,0 1 2.575.000 2.575.000 2.575,000 
Menara 4 Kakl 1,0 1,2 2,575.000 J.090.000 3.090,000 

3 Zona 3 1,2 
(Kee. Sungal Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Lembah Bawang, Suti Semarang, Siding) 

Menara Mono Pole/Kamuflase 1,2 0,8 2,575.000 2.472.000 2.472,000 
Menara 3 Kaki 1,2 1 2,575.000 J.090.000 3.090,000 
Menara 4 Kaki 1,2 1,2 2.575.000 I s.zoaooo 3.708,000 
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